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 Pasal 1 
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Lembaga ini diberi nama :

“Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ” disingkat BangKIT dan berkedudukan di Makassar dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain baik yang ditetapkan oleh Badan Pendiri

  
Pasal 2 

ASAS 
Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur  ini berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. 

  Pasal 3 
 MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan  Lembaga ini ialah : 

a. Menghimpun segenap potensi  bangsa untuk berperan serta dalam pengembangan kawasan Indonesia Timur. 

b. Memberikan kajian-kajian strategis yang berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya dan potensi bangsa dalam bidang ekonomi, social, budaya & kemasyarakatan

d. satu dan lain hal dalam arti kata yang seluas-luasnya

Pasal 4
USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga tersebut, maka antara lain berusaha :

a. Melakukan penelitian, studi dan kajian-kajian strategis 

b. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan 

c. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat

d. Melakukan usaha-usaha lainnya yang bertalian dengan maksud dan tujuan lembaga tersebut, semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya

Pasal 5

WAKTU 
Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur  ini  mulai berjalan terhitung sejak tanggal dua puluh mei  dua ribu lima (20-05-2005), dan didirikan untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya terlebih dahulu.

Pasal 6
K E K A Y A A N 
Kekayaan Lembaga  ini terdiri dari : 

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari :

a. Uang pangkal kekayaan pertamatersebut diatas, yang telah dipisahkan oleh pendiri sebesar  Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal kekayaan itu pada waktu-waktu yang akan datang

2. Pendapatan Lembaga diperoleh melalui :

a. Sumbangan-sumbangan berupa B hibah, warisan, hibah wasiat atau sokongan lainnya baik yang sifatnya berulang maupun yang tetap dari masyarakat.

b. Sumbangan atau bantuan organisasi/badan, baik pemerintah ataupun swasta didalam maupun luar negeri

c. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari lembaga ini

d. Hasil dari modal pokok tersebut.

3. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga ini harus disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pendiri.

Pasal 7 
BADAN PENDIRI 
1. Para anggota badan pendiri dari Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini terdiri dari : 

a. Mereka yang mendirikan Lembaga  ini 

b. Mereka yang atas usul anggota Badan Pendiri dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri

2. Anggota Badan Pendiri dapat berhenti akibat :

a. Atas permintaan sendiri

b. Diberhentikan karena menyimpang dari azas, maksud dan tujuan Lembaga berdasarkan keputusan rapat.

3. Badan Pendiri demikian sepanjang diperlukan,

a. Dapat mengangkat serta menetapkan para penasehat dan pengawas.

b. Menetapkan kebijakan umum pengelolaan Lembaga

c. Mengesahkan peraturan organisasi Lembaga beserta perubahannya

d. Menetapkan dan mengubah Statuta Lembaga ini

e. Mengesahkan pembukuan / neraca dan penghitungan hasil operasional Lembaga ini

f. Menetukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

4. Semua keputusan dari Badan Pendiri dikeluarkan dan ditandatangani oleh seorang anggota Badan Pendiri yang mewakili keputusan Rapat Badan Pendiri.

5. Rapat Badan Pendiri sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pendiri.

6. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Badan Pendiri dilakukan oleh keputusan rapat Badan Pendiri dan keputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dalam rapat itu. 

7. Para anggota Badan Pendiri untuk pertama kalinya memilih salah seorang dari mereka sebagai Presiden Lembaga.

Pasal 8 
BADAN PENGURUS 
1. Lembaga  ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. seorang Presiden  
b. seorang Sekretaris Jenderal. 

Masing-masing disebut juga sebagai anggota Badan Pengurus Pusat, diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri.

2. Masa Jabatan anggota Badan Pengurus Pusat ditetapkan untuk waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi wewenang Badan Pendiri untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka, apabila anggota Badan Pengurus tersebut bertindak diluar atau tidak sesuai dengan Statuta Lembaga ini.

3. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Badan Pengurus dapat diangkat kembali.

4. Badan Pengurus dapat mengangkat stafnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari 

5. Selama Badan Pendiri belum dapat mengangkat Badan Pengurus, maka tugas dan kewajiban Badan Pengurus dilaksanakan oleh Badan Pendiri, dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan oleh Statuta Lembaga ini.

6. Badan Pengurus atau anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri

7. Para anggota Badan Pengurus Cabang dipilih dan di angkat oleh Badan Pendiri, ketentuan tentang Pengurus Pusat berlaku juga untuk Pengurus Cabang, yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Direktur dan seorang Sekretaris, dan seorang Deputi Keuangan.

8. Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir karena :

a. Berakhir masa jabatannya

b. Meninggal dunia

c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri

e. Sedang berada dibawah pengawasan hukum 

Pasal 9 

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS 
1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendiri, memelihara kekayaan dan keuangan lembaga sebaik-baiknya, bertanggung jawab kepada Badan Pendiri

2. Presiden Lembaga bertindak mewakili Badan Pengurus, dan berhak mewakili Lembaga ini, baik di dalam maupun diluar pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan, menghubungkan / mengikat Lembaga dengan pihak luar, dengan pembatasan untuk :

a. Menjual, memindahkan / melepaskan hak atas barang-barang tetap / kekayaan Lembaga;
b. Meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga;
c. Membeli atau menerima / memperoleh barang-barang tetap; dan 

d. Menjaminkan kekayaan Lembaga;
harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Pendiri.

  
Pasal 10 

RAPAT BADAN PENGURUS 
1. Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden, atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada Presiden Lembaga. 

2. Selain rapat di atas, Badan Pengurus harus mengadakan rapat tahunan yang diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Desember, dalam rapat mana diajukan laporan lengkap mengenai kegiatan-kegiatan dan keuangan Lembaga dalam satu tahun yang lalu.

3. Semua rapat anggota Badan pengurus dipimpin oleh Presiden, jika ia tidak hadir, oleh Sekretaris Jenderal, dan apabila Presiden dan Sekretaris Jenderal tersebut tidak hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam anggaran dasar ini, maka rapat anggota Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus. 

5. Jika yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan pada ayat 3 diatas, maka Ketua Rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya 3 (tiga) hari dan selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. 

6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, dan bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemimpin rapat  yang akan memutuskannya. 

Pasal 11
PENASEHAT

Jika dianggap perlu Badan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih penasehat.

Tugas dan wewenang penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pengurus tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran operasional Lembaga, baik diminta atau tidak diminta
Pasal 12
PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB 
1. Pada tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada bulan Desember tahun 2006, Pembukuan Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tutup buku, Badan Pengurus  harus membuat laporan tentang semua kegiatan / usaha yang dilakukan Lembaga  disertai suatu pertangungjawaban keuangan Lembaga berupa daftar penerimaan dan pengeluaran tahun yang lalu.

2. Laporan tahunan yang disertai pertanggung jawaban keuangan Lembaga harus segera disampaikan kepada Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. 

3. Apabila laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Badan Pendiri, maka berarti kepada Badan Pengurus telah diberikan pengesahan, serta pelepasan tanggung jawab mengenai pekerjaan yang dilakukannya selama tahun buku yang lalu. 

Pasal 13 
PERATURAN DASAR  DAN PERATURAN PELAKSANAAN

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat peraturan Dasar yang harus disahkan oleh Badan Pendiri.

2. Badan Pengurus berkesajiban untuk membuat peraturan, yang mengatur segala sesuatu, yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan berguna agar Lembaga dapat berjalan dan dapat diurus sebaik-baiknya.

 (apakah semua aturan teknis organisasi harus dengan persetujuan Badan Pendiri? Apakah tidak sebaiknya cukup untuk peraturan organisasi saja yang wajib mendapat persetujuan Badan Pendiri)
 Pasal 14 
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN STATUTA
Perubahan dan/atau penambahan Statuta  ini diputuskan oleh Badan Pendiri

Pasal 15
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 
1. Lembaga hanya dapat dibubarkan atas keputusan Badan Pendiri, jika ternyata maksud dan tujuan Lembaga ini tidak mungkin dicapai lagi.

2. Bilamana Lembaga iini dibubarkan, maka pembubaran dan penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pendiri bersama-sama dengan Badan Pengurus.

3. Setelah hutang-hutang Lembaga  diselesaikan, jika masih terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Lembaga tersebut akan diberikan kepada badan-badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri yang memutuskan pembubaran tersebut.

  
Pasal 16
PENETAPAN UMUM
Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Statuta Lembaga ini, maupun dalam peraturan organisasi dan peraturan-peraturan lainnya, akan diatur dan diputuskanoleh Badan Pendiri.

Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di muka menerangkan bahwa susunan Badan Pendiri dan susunan Badan Pengurus daru Lembaga tersebut, pertama kalinya telah diangkat serta ditetapkan sebagai berikut :

----------------------------------------------------------------Badan Pendiri--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Badan Pengurus------------------------------------------------------------

Presiden



: Dr. Rhiza S Sadjad

Sekretaris Jenderal 


: Setiawan

Direktur Keuangan


: Kaslan, Ak

Direktur Pusat Data dan Informasi 
: Muji Rohmad, Ak

Direktur Kajian



: Winarso

Direktur Pengembangan SDM

: Arif Rahman Hakim

Direktur Jaringan  Kelembagaan

: Saiful Islam, SE, MA

Pasal 17
PERATURAN PENUTUP
Para pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I A Makassar di Makassar.

